SALINAN

BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

bahwa mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

33 Tahun 2017 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka

Belitung Nomor 188.44/134/BAKUDA/2018, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 87

Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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Menetapkan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 14);

16. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 87 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 87 TAHUN
2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan
Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 87),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 terdiri atas:
1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 64.199.548.347,-

b. Dana Perimbangan Rp.636.984.315.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang
Sah Rp. 86.952.891.000,-
Jumlah Pendapatan Rp. 788.136.754.347,-
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2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp.260.532.419.273,-
2) Belanja Bunga Rp. 0,-
3) Belanja Subsidi Rp. 0,-
4) Belanja Hibah Rp. 4.597.050.000,-
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,-

6) Belanja Bagi Hasil kepada

Prov/Kab/ Kota dan

Pemdes Rp. 1.777.616.724,-
7) Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Prov/Kab/Kota dan

Pemdes dan parpol Rp. 99.284.863.485,-
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 2.902.494.968,-

Rp.369.094.444.450,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 75.171.517.602,-
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 184.207.192.510,-
3) Belanja Modal Rp. 172.255.412.754,-
Rp.431.634.122.866,-

Jumlah Belanja Rp.800.728.567.316,-
Surplus/ (Defisit) Rp.(12.591.812.969,-)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan Rp. 12.591.812.969,-
b. Pengeluaran Rp. 0,-
Jumlah Netto Rp.12.591.812.969,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenan (SILPA) Rp. -

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal 28 Maret 2018

BUPATI BANGKA SELATAN,
ttd

JUSTIAR NOER
Diundangkan di Toboali
pada tanggal 28 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 20
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